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BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan merupakan gabungan proses sosial, ekonomi serta 
institusional dan kemauan suatu masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih 
baik (Todaro, 2006). Pedesaan dalam konsep pembangunan wilayah pedesaan, 
diartikan sebagai sebuah proses menuju ke arah yang lebih secara spritual dan 
material yang berkelanjutan  baik di bidang fisik, sosial ekonomi dan lingkungan. 
(Asnawi, 2002). 
Hal yang paling dianggap penting oleh pemerintah pusat dan daerah 
adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Ini 
dilatarbelakangi oleh kemiskinan desa yang lebih besar dan tinggi dari pada di 
kota sekitar 14 % kemiskinan terjadi dipedesaan dan sekitar 9 % di perkotaan 
(BPS Nasional, 2016). Dalam mengatasi kemiskinan tersebut, perlu adanya upaya 
perbaikan ekonomi masyarakat adalah salah satunya dengan meningkatkan akses 
masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan modalnya.  
Pembangunan Wilayah Pedesaan (PWD) seperti yang dikatakan oleh 
Hamid (1986) dalam Susila (2007) bahwa kegiatan perekonomian di pedesaan 
masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama 
industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya 
masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan 
modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf 
hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak 
aktivitas sektor perekonomian di pedesaan. Lembaga keuangan merupakan solusi 
untuk mengatasi masalah permodalan masyarakat disebut sebagai Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM). LKM adalah sebuah wadah yang memberikan 
pelayanan keuangan berupa kredit simpan pinjam yang diperuntukkan bagi  
masyarakat yang bergerak di sektor usaha kecil atau mikro. Koperasi merupakan 
bentuk LKM yang sering dijumpai di pedesaan. Koperasi merupakan lembaga 
keuangan yang memiliki azaz kekeluargaan yang terdiri dari beberapa anggota 
dan berbadan hukum koperasi (Undang-undang No. 25 Tahun 1992). 
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Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah contoh lembaga keuangan non-bank 
yang berbadan hukum koperasi. Sudarsono (2012) menjelaskan bahwa BMT 
berasal dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal berarti 
kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana yang tidak berorientasi 
keuntungan seperti infaq. Selanjutnya baitul tamwil yang berarti mengumpulkan 
dan menyalurkan dana yang berorientasi keuntungan. Maka BMT memiliki 
pengertian sebagai kegiatan usaha yang dapat mendorong perekonomian 
masyarakat namun dengan prinsip syariah, BMT dapat menghimpun dana dari 
para anggotanya dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan untuk 
pengembangan usahanya dengan prinsip syariah yang dikenal dengan sistem 
Koperasi Jasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari 
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).  
Pada perkembangannya, kegiatan koperasi banyak menghadapi rintangan 
dan masalah yang dapat mengganggu keberadaannya. Kegiatan koperasi yang 
mengumpulkan dan mengelola dana dengan memberikan kredit kepada 
anggotanya, hal inilah yang menjadikan koperasi simpan pinjam penuh dengan 
risiko. Namun ada faktor ketidakpastian berupa kredit yang tidak lancar, macet 
bahkan tidak kembali. Ketidakpastian ini mempengaruhi keuntungan dan risiko 
dari koperasi yang kita kenal risiko dan hasil. Risiko dan hasil memiliki hubungan 
korelasi positif dimana apabila risiko makin besar akan menyebabkan hasil juga 
besar dan sebaliknya. Maka dari itu koperasi perlu mengenal dan menanggulangi 
risiko sedari awal agar bisa menurunkan peluang kerugian dengan konsep 
menajemen risiko.   
Darmawi (2008) mengartikan manajemen risiko sebagai kegiatan dalam 
mengenali, menganalisis dan melakukan kegiatan pengendalian terhadap risiko 
tersebut agar meminimalkan kerugian dan meningkatkan. Sejalan dengan itu 
Arifin (2005) menambahkan bahwa manajemen risiko adalah suatu hal yang vital 
dimana menjaga koperasi dari ruang dan kesempatan untuk mengalami kerugian 
dan masalah-masalah lain.  
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KJKS BMT Kota Padang tidak terlepas dari fenomena tersebut, dimana 
adanya rencana penataan modal KJKS BMT itu sendiri, yang disesuaikan dengan 
kemajuan bisnis koperasi. Pengelolaan risiko akan membuat KJKS BMT bisa 
tetap menjaga keuangan dan konsistensinya dimana jika risiko terjadi akan 
memberikan kerugian dan membuat kelangsungan koperasi terancam. Selain itu 
perlunya KJKS BMT melaksanakan manajemen risiko, juga harus diselaraskan 
dengan perkembangan usahanya.  
KJKS BMT Kota Padang adalah salah satu instrumen dalam rangka 
mengatasi kemiskinan setiap kelurahan di Kota Padang. Lebih difokuskan pada 
masyarakat mempunyai usaha skala mikro yang membutuhkan permodalan untuk 
mengembangkan usahanya terutama masyarakat miskin. KJKS BMT diharapkan 
memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan simpanan dan 
kredit/pembiayaan bagi masyarakat. Perkembangan KJKS BMT diharapkan dapat 
mendorong perkembangan UKM serta mampu mendorong perekonomian 
pedesaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bintoro (2003) yang menyebutkan 
bahwa di pesedaan UKM dan industri rumah tangga, aktor utama adalah usaha 
yang mayoritas dilakukan masyarakat namun sering mengalami masalah 
kekurangan modal. Melihat peran penting KJKS BMT maka sebaiknya sebagai 
lembaga yang memiliki manajemen risiko yang baik, agar dapat mengurangi 
risiko yang akan memberikan kerugian dan membahayakan bagi dirinya sendiri.    
B. Masalah Penelitian 
Dalam Pelaksanaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat 
Tamwil (KJKS BMT) Kota Padang mengacu kepada prinsip dasar syariah, guna 
dilakukan untuk menjaga masyarakat dari pinjaman rentenir dan tengkulak yang 
memberlakukan bunga yang besar sehingga akan menyengsarakan masyarakat. 
Salah satu fungsi KJKS BMT adalah menghimpun dan mendistribusikan dana 
kepada masyarakat untuk modal kegiatan usahanya dalam bentuk pembiayaan. 
Pembiayaan KJKS BMT berupa pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama yang 
dikenal dengan nama mudharabah atau musyarakah, pembiayaan dengan jual beli  
yang dikenal sebagai murabahah/salam/istishna, pembiayaan dengan sewa yang 
disebut sebagai ijarah serta pembiayaan kebaikan atau dikenal dengan nama qard. 
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Permasalahan yang terjadi pada KJKS BMT Kota Padang, diantaranya 
masih tingginya tingkat kemacetan atau peningkatan NPF, hal ini di karenakan 
kesalahan pemberian pembiayaan, dalam arti kata kurangnya kehati-hatian dalam 
pelaksanaan prosedur pembiayaan baik operasional dan manajemen. Selain itu 
masih kurangnya pengetahuan pengelola dan pengurus tentang manajemen 
koperasi, tingginya biaya operasional KJKS BMT mengakibatkan pendapatan jadi 
minus, penanggulangan penunggakan belum berjalan maksimal, pengurus dan 
pengelola KJKS BMT belum memahami tugas pokok fungsi (tupoksi), sehingga 
sering terjadi perselisihan atau ketidakcocokan dalam pengelolaan koperasi, hal 
ini dikarenakan pengelola berasal dari pegawai honorer yang ditunjuk dan dipilih 
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sedangkan pengurus berasal dari 
kelurahan masing-masing KJKS BMT, yang dipilih oleh para pendiri koperasi 
tersebut atau utusan masing-masing kelurahan di Kota Padang.  
Berangkat dari permasalahan tersebut, merupakan risiko yang 
teridentifikasi dengan jelas, dengan kata lain KJKS BMT merupakan bisnis penuh 
risiko. Adapun penyebab utamanya minimnya manajemen risiko dan risiko 
pembiayaan KJKS BMT Kota Padang sehingga menjadi kompleksitas dan penuh 
dengan risiko. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan kunjungan ke 
lapangan ke KJKS BMT. Di lihat dari risiko pembiayaan yang terjadi pada KJKS 
BMT adalah tingginya permintaan pembiayaan atau melebihi ketersediaan dana, 
serta besarnya jumlah dana dalam pembiayaan, makanya KJKS BMT harus 
mampu dan pandai dalam menghadapi berbagai risiko yang akan dihadapai agar 
tidak menimbulkan kerugian berupa kredit macet dan lain-lain. Manajemen risiko 
pembiayaan KJKS BMT yang baik akan mengurangi risiko kredit macet dan tidak 
kembali dan sebaliknya. Berikut data perkembangan KJKS BMT Kota Padang 
Tahun 2015-2017 (3 tahun terakhir) pada lampiran 1. 
Dilihat dari lampiran 1 (satu) Perkembangan Pembiayaan Dana KJKS 
BMT Kota Padang Tahun 2015-2017 (3 (tiga) tahun terakhir), menunjukkan 
perkembangan KJKS BMT setiap Kecamatan di Kota Padang, tiap tahun 
mengalami peningkatan jumlah akumulasi volume pembiayaan dan peningkatan 
tunggakan, dilihat dari jumlah tunggakan dan persentase NPL tiap KJKS BMT 
per Kecamatan, dilihat pada tahun 2015 KJKS BMT Kecamatan Lubuk Begalung 
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paling tinggi jumlah tunggakan sebesar Rp. 1.314.774.829 dengan akumulasi 
volume pembiayaan Rp. 26.245.838.373 persentase NPL 22,02 %. Pada Tahun 
2016 KJKS BMT Kecamatan Padang Selatan yang jumlah tunggakannya paling 
tinggi sebesar Rp. 1.187.577.932 dengan persentase NPL 31,36 %. Sedangkan 
Pada tahun 2017 masih KJKS BMT Kecamatan Lubuk Begalung jumlah 
tunggakan yang paling tinggi sebesar Rp. 1.220.043.338 dengan persentase NPL 
19,94 %. Dari data tersebut jelas bahwa masih lemahnya manajemen risiko pada 
KJKS BMT Kota Padang, jika risiko dikelola dengan baik dengan memahami 
karakteristiknya, maka risiko itu bisa diiukur dan dikelola sehingga kita bisa  
meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan yang berakibat pada peningkatan 
jumlah tunggakan/kredit macet. Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka 
KJKS BMT Kota Padang di harapkan dapat melakukan manajemen risiko 
pembiayaan seefektif mungkin, agar mampu meminimalisir pembiayaan 
bermasalah dan senantiasa dapat mengelola segala risiko yang muncul.  
 Rustam (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen risiko dapat 
dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama adalah kegiatan identifikasi, 
kegiatan pengukuran dan pengendalian. Oleh sebab itu sangatlah menarik melihat 
praktek manajemen risiko yang ada di KJKS BMT Kota Padang,  dimana hal ini 
bisa dilakukan sebagai teknik dan cara yang bisa dipakai untuk mengatasi risiko 
baik yang akan dan telah terjadi, sehingga manajemen risiko dapat berjalan secara 
baik.  
Penjelasan tentang pentingnya manajemen risiko dan potensi risiko yang 
ada di KJKS BMT diatas, maka peneliti melakukan penelitian berjudul “Analisis 
Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul 
Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kota Padang, dengan masalah penelitian berupa: 
1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan KJKS BMT Kota 
Padang? 
2. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan 
pengendalian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS 
BMT Kota Padang? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengidentifikasi penerapan manajemen risiko pembiayaan pada 
KJKS BMT Kota Padang. 
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan 
pengendalian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS 
BMT Kota Padang. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin diraih dalam penelitian ini berupa: 
1. Menjadi bahan referensi atau rujukan bagi BMT, khususnya KJKS BMT 
Kota Padang, untuk  mampu meminimalisir risiko dalam menjalankan 
operasional KJKS BMT tersebut.  
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan PWD, diharapkan agar temuan 
kajian ini menjadi referensi dalam rangka meminimalisir risiko dalam 
mengembangkan usaha yang berbasis kerakyatan.  
3. Bagi dunia pustaka, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan informasi dalam manajemen risiko pada BMT 
 
